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ABSTRAK

hroughout the history, the office and presence of regional leader are very
strategic. The authority of regional leader always represents two functions, as the
instrument of central government and local government. Regional leader is a

significant component for the success of national development program and is a
managerial figure who determines the effectivenessof local government’s goal
achievement. Therefore, local governance process is synergistically determined by the
role of regional leader; so that the leadership of regional leader within the bureaucracy
plays an important role in building strong governance. Surakarta under the leadership
of JokoWidodo as the Mayor and FX.Hadi Rudyatmo as the Deputy Mayor is a good
model of regional leaderthat succeed in managing the district of Surakarta. The success
is marked by so many achievements and awards received by the district of Surakarta. It
means there is something special in the process of governance in Surakarta  so that this
best practice of successful public policy by The Mayor and Deputy Mayor of Surakarta
can be a replicated by other cities.
Kata Kunci: Pembangunan Daerah, Peraturan Walikota
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PENDAHULUANTerdapat beberapa dasarpemikiran yang melatarbelakangimengapa kepemimpinan Kepala Daerahpenting dan menarik untuk dipelajari.Kedudukan dan keberadaan KepalaDaerah sepanjang sejarah sangatstrategis. Sejak masa pemerintahanHindia Belanda, masa pendudukanJepang, masa Proklamasi Kemerdekaan,masa Orde Baru dan era Reformasi saatini kedudukan dan peran Kepala Daerahsangat penting dan menentukan,meskipun sebutan Kepala Daerah seringberubah-ubah. Kewenangan KepalaDaerah sepanjang sejarah juga selalumenggambarkan dua fungsi, yaitusebagai alat Pemerintah Pusat dan alatPemerintah Daerah.Pengaturan dalam semua Undang-undang tentang Pemerintahan Daerahselama ini meletakkan peranan KepalaDaerah sebagai peran kunci, mengingatKepala Daerah merupakan komponensignifikan bagi keberhasilanpembangunan nasional. Disamping itupemerintahan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahannasional atau negara. Efektivitaspemerintahan negara tergantung padaefektivitas penyelenggaraanpemerintahan di daerah, sehinggakeberhasilan kepemimpinan di daerahmenentukan kesuksesan kepemimpinannasional. Ketidakmampuan KepalaDaerah dalam menyukseskanpembangunan daerah berimplikasi padarendah atau berkurangnya kinerja danefektivitas penyelenggaraanpembangunan nasional.Dari tinjauan organisasi danmanajemen, Kepala Daerah merupakanfigur atau manejer yang menentukan

efektivitas pencapaian tujuan organisasipemerintahan daerah. Prosespemerintahan di daerah secara sinergisditentukan oleh peran yang dimainkanoleh Kepala Daerah. Dengan kata lain,arah dan tujuan organisasi pemerintahandaerah ditentukan oleh kemampuan,kompetensi dan kapabilitas KepalaDaerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial,kepemimpinan, pembinaan danpelayanan, serta tugas-tugas lain yangmenjadi kewajiban dan tanggung jawabKepala Daerah.Sebagaimana halnya pemimpinorganisasi lainnya, Kepala Daerah jugadihadapkan pada berbagai keadaan dantantangan dalam memimpin organisasiadimistrasi daerah. Keadaan dantantangan yang dihadapi oleh KepalaDaerah antara lain bagaimanamewujudkan otonomi luas, nyata danbertanggung jawab sebagai suatuparadigma baru, yang didukung olehkualitas sumber daya aparatur yangprima, sumber alam dan sumberkeuangan serta sarana dan prasaranayang memadai, yang mampumeningkatkan dan mengembangkankemampuan dan kehidupan masyarakatmelalui program dan strategi pelayanandan pemberdayaan.Menyadari hal tersebut, KepalaDaerah sebagai pemimpin organisasiadministrasi pemerintah daerah dituntutuntuk bersikap proaktif denganmengandalkan kepemimpinan yangberkualitas untuk membangkitkansemangat kerja dari para bawahannya,mampu menggerakkan masyarakatuntuk berperan aktif dan berpartisipasidalam pembangunan serta mampumenjadi kreator, inovator dan fasilitator
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dalam rangka efektivitaspenyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan danpelayanan kepada masyarakat di daerah.Sejalan dengan paradigmapemerintahan yang baru, menurutOsborne dan Gabler (dalam J. Kaloh,2003 : 6), pemerintah dihadapkan padabergesernya sistem   pemerintahan yangdigerakkan oleh misi; selain itupemerintah dituntut untuk memahamidan memusatkan perhatian padakeluaran atau output yang efisien danbukan kepada masukan (semata-matapada kenaikan pendapatan daerah) yangdapat mengarah kepada maksimalisasimasukan (input) dibandingmaksimalisasi keluaran (output). Lebihlanjut Osborne dan Gabler berpendapatbahwa pemerintah hendaknya berperanseperti dunia usaha yang melihatmasyarakat sebagai pelanggan yangharus dilayani sebaik mungkin. Selain itupemerintah lebih tepat berorientasi padamekanisme kerja partisipatif dan timkerja daripada mekanisme kerjahierarkhis.Paradigma baru pemerintahantersebut menuntut kegiatan nyata KepalaDaerah yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif (creative), inovatif(innovative), perintisan (avangarde),orientasi pelanggan/masyarakat(people/customer-oriented), orientasipelayanan dan pemberdayaan (service
and empowermwnt-oriented). Konsepyang sedemikian ini menuntut kualitasKepala Daerah sebagai pemimpinorganisasi pemerintah daerah makintinggi pula, dimana seorang pemimpintidak cukup hanya mengandalkan intuisisemata, tetapi harus didukung olehkemampuan intelektual dan keahlian

yang memadai, ketajaman visi sertakemampuan etika dan moral yangberadab. Mengingat beratnya tugas dantanggung jawab Kepala Daerah, pejabattersebut harus memenuhi persyaratankualitas yang cukup berat (Riwokaho,1998).Sementara itu, penelitian yang lainjuga menemukan bahwa kepemimpinankepala daerah dalam birokrasimemegang peran yang penting untukmenciptakan governance yang kuat.Penelitian yang  dilakukan oleh AmbarTeguh Sulistyani (2004) menemukanbahwa dalam birokrasi publik, pemimpinmerupakan pemegang peranan yangsangat strategis dalam setiap organisasitermasuk dalam birokrasi publik.Keberhasilan suatu birokrasi publikdidalam menjalankan tugas-tugasnyasangat ditentukan kualitas daripemimpinnya, sehingga kedudukanpemimpin sangat mendominasi setiapaktivitas yang dilakukan. Dalam konteksbirokrasi di Indonesia yang sangatpaternalistik, dimana staf (bawahan)bekerja selalu tergantung padapimpinan. Berbagai kajiankepemimpinan pada birokrasimenunjukkan bahwa masih lemahnyakepemimpinan dalam berbagai level atautingkatan. Tingkat penguasaankepemimpinan manajerial padaumumnya masih rendah, selain itukapasitas dan kesadaran pemimpin yangmemiliki kewajiban untuk melayanisangat terbatas bahkan tidak sedikitmereka sebaliknya minta dilayani.
METODEJenis penelitian ini adalahpenelitian kebijakan. Metode yangdipakai adalah Penelitian Partisipatif(Participatory Research) dimana
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penelitian ini mendudukkan yang ditelitijuga menjadi “peneliti”.  Lokasi penelitianadalah kota Surakarta, denganpertimbangan kota ini mempunyaibanyak prestasi dan penghargaan ditingkat nasional, sering menjadipenyelenggara event internasional, dankepala daerah dan wakilnya menjabatdua kali periode dengan perolehan suaralebih dari 90%.  Ini menunjukkan bahwaada yang istimewa dalampenyelenggaraan governance di kotaSurakarta.
KAJIAN PUSTAKA
1. Kepala Daerah dan Otonomi

DaerahBegitu startegisnya kedudukan danperan Kepala Daerah dalam sistempemerintahan, maka seorang KepalaDaerah harus menerapkan pola kegiatanyang dinamis, aktif serta komunikatif,menerapkan pola kekuasaan yang tepatmaupun pola perilaku kepemimpinanyang sesuai dengan tuntutan kebutuhanyang dipengaruhi oleh latar belakangindividual masing-masing Kepala Daerah.Dengan kepemimpinan Kepala Daerahyang efektif, Kepala Daerah diharapkandapat menerapkan dan menyesuaikandengan paradigma baru otonomi daerah,ditengah-tengah lingkungan strategisyang terus menerus berubah seperti
reinventing government, akuntabilitas,serta good governance.Dalam konteks pelaksanaanOtonomi Daerah, seorang Kepala Daerahdalam mengimplementasikan polakepemimpinannya seharusnya tidakhanya berorientasi pada tuntutan untukmemperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan maknaOtonomi Daerah itu sendiri yang lahir

dari suatu kebutuhan akan efisiensi danefektivitas manajemen penyelenggaraanpemerintahan, yang bertujuan untukmemberi pelayanan yang lebih baikkepada masyarakat.James W. Fesler dan AF. Leemans(dalam J. Kaloh, 16) menyatakan bahwaparadigma baru Otonomi Daerah harusditerjemahkan oleh Kepala Daerahsebagai upaya untuk mengaturkewenangan pemerintahan sehinggaserasi dan fokus pada tuntutankebutuhan masyarakat, karena OtonomiDaerah bukanlah tujuan, melainkansuatu instrument untuk mencapai tujuan.Otonomi Daerah harus didefinisikansebagai otonomi bagi rakyat Daerah danbukan Otonomi Daerah dalam pengertiansuatu wilayah/teritorial tertentu ditingkat lokal. Kalaupun implementasiOtonomi Daerah diarahkan sebagaimembesarnya kewenangan Daerah,kewenangan itu harus dikekola secaraadil, jujur dan demokratis. Dalamhubungan ini, Kepala Daerah harusmampu mengelola kewenangan yangditerima secara efektif dan efisien demipembangunan dan pemberdayaanmasyarakat Daerah. Cara pandang yangdemikian inilah yang tepat untukmenjelaskan hubungan antara KepalaDaerah dan Otonomi Daerah.
2. KepemimpinanKepemimpinan berartimempengaruhi orang-orang lain untukmengambil tindakan, dengan berbagaicara, seperti menggunakan otoritas yangterlegitimasi, menciptakan model(menjadi teladan), penetapan sasaran,memberi imbalan dan hukuman,restrukrisasi organisasi, danmengkomunikasikan sebuah visi. Dengan
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demikian, seorang pemimpin dapatdipandang efektif apabila dapatmembujuk para pengikutnya untukmeninggalkan kepentingan pribadimereka demi keberhasilan organisasi.Menurut Burns dalam  kepemimpinandapat dikategorikan menjadi 3 (tiga)elemen dasar, yaitu:1. Kepemimpinan merupakan suatukonsep relasi (relation consept),Pemimpin yang efektif harusmengetahui bagaimanamembangkitkan inspirasi danberelasi dengan para pengikutmereka.2. Kepemimpinan merupakan suatuproses, artinya proseskepemimpinan lebih dari sekedarmenduduki suatu otoritas atauposisi jabatan saja, karenadipandang tidak cukup memadaiuntuk membuat seseorang menjadipemimpin, artinya seorangpemimpin harus melakukansesuatu. Maka untuk menjadipemimpin seseorang harus dapatmengembangkan motivasi pengikutsecara terus menerus danmengubah perilaku merekamenjadi responsive.3. Kepemimpinan berartimempengaruhi orang-orang lainuntuk mengambil tindakan, artinyaseorang pemimpin harus berusahamempengaruhi pengikutnyadengan berbagai cara, sepertimenggunakan otoritas yangterlegitimasi, menciptakan model(menjadi teladan), penetapansasaran, memberi imbalan danhukuman, restrukrisasi organisasi,dan mengkomunikasikan sebuahvisi. Dengan demikian, seorang

pemimpin dapat dipandang efektifapabila dapat membujuk parapengikutnya untuk meninggalkankepentingan pribadi mereka demikeberhasilan organisasi(Mochammad Teguh, dkk.,2001:69).Pendapat lain, menyatakan bahwakecakapan memimpin mencakup tigaunsur pokok yang mendasarinya, yaituseseorang pemimpin harus memiliki (1)kemampuan persepsi sosial (sosial
perception); (2) kemampuan berpikirabstrak (abilitiy in abstract thinking); dan(3) memiliki kestabilan emosi (emosional
stability).  Secara garis besarnyapendekatan teori kepemimpinan dibagimenjadi 3 aliran yaitu:1. Teori Sifat (Thrait Theory)Berpandangan bahwa seseorangyang dilahirkan sebagai pemimpinkarena memiliki sifat-sifat sebagaipemimpin.2. Teori Prilaku (Behavior Theory)Dilandasi pemikiran bahwakepemimpinan merupakaninteraksi antara pemimpin danpengikut dan dalam interaksitersebut pengikutlah yangmenganalisis dan mempersepsikanapakah menerima atau menolakpengaruh dari pemimpin.Pendekatan prilaku inimenghasilkan 2 orientasi prilakupemimpin yaitu pemimpin yangberorientasi pada tugas (task

orientation) prilaku inimenampilkan gaya kepemimpinanotokratik dan prilaku pemimpinberorientasi pada orang (people
orientation) prilaku inimenampilkan gaya kepemimpinandemokratis atau partisipatif.
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3. Teori Situasional (Situational
Theory)Teori yang menjelaskan efektivitaskepemimpinan dalam segalasituasi.Dalam memimpin organisasi,menurut Stones dan Sachs (1995) adaempat hal yang strategis bagi pemimpin,yaitu : memberdayakan anggotaorganisasi, menciptakan lingkunganpelatihan, mengupayakan agar visi, misidan nilai-nilai organiasi menjadi milikanggota organisasi dan membuka diriterhadap perkembangan dan mudahmenyesuaikan diri denganperkembangan.Dari definisi-definisi di atas danpenjelasan mengenai bagaimanakepemimpinan dalam birokrasi dapatditarik kesimpulan, yaitu masalahkepemimpinan adalah masalah sosialyang di dalamnya terjadi interaksi antarapihak yang memimpin dengan pihakyang dipimpin untuk mencapai tujuanbersama, baik dengan caramempengaruhi, membujuk, memotivasidan mengkoordinasi. Dari sini dapatdipahami bahwa tugas utama seorangpemimpin birokrasi dalam menjalankankepemimpinannya tidak hanya terbataspada kemampuannya dalammelaksanakan program-program saja,tetapi lebih dari itu yaitu pemimpinharus mampu melibatkan seluruhbawahan dan lapisan organisasinyauntuk ikut berperan aktif sehinggamereka mampu memberikan kontribusiyang positif dalam usaha mencapaitujuan diantaranya dalam pelayananadministrasi publik. Selain itu perluadanya kepemimpinan yang digerakkanoleh visi dan misi organisasi, bukansebaliknya terbelenggu dengan

mekanisme dan aturan formal semata,tetapi perlu adanya langkah-langkahinovasi maupun pengembangan SDMaparatur yang signifikan.
3.  Strategi KomunikasiKepemimpinan yang efektifmemerlukan dukungan ketrampilankomunikasi yang efektif, terutamakomunikasi politik. Komunikasi politik(political communication) adalahkomunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik,atau berkaitan dengan kekuasaan,pemerintahan, dan kebijakanpemerintah.  Jack Plano mendefinisikankomunikasi politik sebagai penyebaranaksi, makna, atau pesan yangbersangkutan dengan fungsi suatu sistempolitik, melibatkan unsur-unsurkomunikasi seperti komunikator, pesan,dan lainnya.  Robin dan Ring menyatakankomunikasi politik sebagai penyebaranarti, makna atau pesan yangbersangkutan dengan fungsi suatu sistempolitik. Komunikasi politik bisa jugadikatakan merupakan proses melakukanekspresi pendapat, pandangan atauperilaku, baik perorangan maupunkelompok lembaga yang memiliki tujuanuntuk mempengaruhi pengambilankeputusan mengenai masalah yangberhubungan dengan pemerintah danpembangunan (Effendy, 1992).Komunikasi politik mengantarkansetiap lembaga atau pemangkukepentingan untuk menentukan sikappolitik dengan berpegang padakepentingan dan cakupan konsekuensiatas bergulirnya kebijakan tersebut.Nimmo (1989) menyebutkan cakupankomunikasi politik terdiri darikomunikator politik, pesan politik,persuasi politik, media komunikasi
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politik, khalayak komunikasi politik danefek (akibat) komunikasi politik.Lasswell,  mengemukakan bahwakomunikasi yang efektif dan sesuaidengan yang diharapkan apabila faktor-faktor kunci dalam komunikasi seperti
sender, enconding, pesan, media,
decoding, penerima, respons, feedbackdan gangguannya diperhatikan denganbaik. Peran komunikasi politikpemangku kepentingan dan kebijakansangat menentukan pencitraan darimasing-masing kepentingan di matapublik. Proses komunikasi politik yangdilakukan pada akhirnya akanmelahirkan kesimpulan politik atausering disebut sikap politik. (Sanit,1993).  Komunikasi politik akan suksesbila seorang komunikator dapatmemproyeksi diri dengan baik ke dalamsudut pandang khalayak ataumasyarakat. Hal ini erat kaitannyadengan citra diri komunikator politikuntuk menyesuaikan suasana pikirannyadengan alam pikiran khalayak. (Nimmo(1989). Komunikator melaksakankomunikasinya dengan menempatkandiri pada situasi dan kondisi orang laindan dilaksanakan atas dasar kesamaan.Dalam komunikasi politik, dikenaladanya  teori Empati dan Homofili.Asumsi dasar teori ini adalah,komunikasi politik akan sukses bilaseorang komunikator dapatmemproyeksi diri dengan baik ke dalamsudut pandang khalayak ataumasyarakat. Hal ini erat kaitannyadengan citra diri komunikator politikuntuk menyesuaikan suasana pikirannyadengan alam pikiran khalayak.Secara sederhana dapatdisebutkan bahwa empati adalah

kemampuan untuk menempatkan diripada situasi dan kondisi orang lain. Berlomemperkenalkan teori yang dikenaldengan nama influence theory of emphaty(teori penurunan dari penempatan diridalam diri orang lain), artinyakomunikator mengandaikan diri,bagaimana kalau ia berada pada posisikomunikan.  Sedangkan homofili dapatdigambarkan sebagai suasana dankondisi kepribadian dan kondisi fisik.Komunikasi yang dilaksanakan atasdasar kesamaan (homofili), akan lebihefektif dan lancar dibanding komunikasiyang dilaksanakan atas dasarketidaksamaan.Dan Nimmo mengemukakanbeberapa prinsip homofili dalamkomunikasi dari hasil risetnya yaitu;
pertama, orang-orang yang mirip dansesuai satu sama lain, lebih seringberkomunikasi dibanding dengan orangyang tidak memiliki persamaan sifat danpandangan. Kedua, komunikasi yanglebih efektif terjadi apabila sumber danpenerima adalah homofili karena orang-orang yang mirip cenderung menemukanmakna sama dan diakui secara bersama.
Ketiga, homofili dan komunikasi salingmemelihara karena makin banyakkomunikasi di antara mereka, makincenderung dapat berbagi pandangan danmelanjutkan komunikasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Pengalaman dan Pembelajaran
Baik Dari Kepemimpinan Walikota
SurakartaDari hasil wawancara dengan paraKepala Dinas, anggota DPRD dan analisiswacana berbagai pemberitaan media,ditemukan bahwa peran kepemimpinanKepala Daerah (Walikota) sangatmenentukan adanya perubahan arah
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perencanaan pembangunan kotaSurakarta.Walikota kota Surakarta periode2005-2010 (dilantik 28 Juli 2005), dansekarang menjabat kembali Walikotauntuk periode 2010-2015 (dilantik 28Juli 2010), pada awal pemerintahannyamengusung visi “Berseri tanpa Korupsi”,yang mengandung makna mengelola kotayang bersih, sehat, rapi, indah secarajujur tanpa korupsi, dijabarkan dalammisi: (1) mewujudkan iklim kehidupankota yang kondusif, aman dan damai; (2)mewujudkan pembangunan kota yangadil dan demokratis; (3) meningkatkankesejahteraan masyarakat kota; (4)meningkatkan eksistensi kota dan dalamtata pergaulan regional, nasional maupuninternasional. Visi ini diusung tanpameninggalkan ikon kota yang sudahpernah dipopulerkan oleh Walikota 2periode sebelumnya, yaitu Solo Berseri.Apa yang dilakukan Joko Widodo inimenunjukkan adanya prinsipkeberlanjutan pembangunan, tidakmenonjolkan ego rejim.  Prinsipkepemimpinan kolaboratif dari segi idediaplikasikan.Pada periode kedua, Joko Widodo(Jokowi), yang berpasangan dengan FXHadi Rudyatmo, meraih kemenanganfenomenal dalam Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Solo 2010, 26 Aprillalu. Keduanya meraup suara 90,09persen. Hal ini menujukkan kepercayaanmasyarakat pada kepemimpinanWalikota pada periode pertama (M.Rodhi, ketua DPRD Surakarta ).Kota Surakarta, lebih dikenaldengan kota Solo, secara demografimelingkupi wilayah Kartasura, Solo Baru,Palur, Colomadu, Baki, Ngemplak;didukung oleh enam kabupaten di

sekitarnya : Sukoharjo, Klaten, Boyolali,Sragen, Karanganyar, dan Wonogirisemakin eksis menjelma sebagai sebuahwilayah terpadu Soloraya. Sebagai kotayang pernah menjadi pusatpemerintahan kerajaan, kota Solo kentaldengan nilai-nilai budaya lokal yangmempengaruhi juga daerah sekitarnya.Joko Widodo sebagai Walikotamenyadari pentingnya nilai-nilai lokaluntuk menghadapi perkembangan duniamodern dan segala kerentanan kota Solo,dengan mempertahankan kulturadiluhungnya. Beberapa nilai yangsangat sering diintegrasikan dalamkebijakan Walikota adalah nilai-nilaikebersahajaan Jawa, dimanifestasikandalam tatanan kota, yang memberi ruangpublik untuk berkumpul, dan menikmatihijaunya kota.  Hidup yang tidak ngoyodan senantiasa andap asordimanifestasikan dalam kebijakanpenataan pedagang kaki lima (PKL),relokasi penghuni bantaran sungaiBengawan, program renovasi rumahtidak layak huni, terutama dalam fasesosialisasi dan penyepakatan programdengan komunitas.Salah satu aksi kebijakan kota yangsangat menarik perhatian nasionalbahkan internasional adalahkeberhasilan pemerintah kota Surakartamenertibkan 5.817 pedagang kaki lima(PKL), tanpa kekerasan.  Dari kronologispelaksanaan penertiban PKL ini, dapatdiidentifikasi kunci sukses kebijakansebagai berikut:
1. Kebijakan didasarkan atas

pengenalan kondisi masa lalu dan
kondisi eksisting, serta data riil
kemauan publik.Pasca pelantikan menjadi Walikotaperiode 2005-2010, Walikota
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membentuk sebuah tim kecil untukmensurvey keinginan warga kotaSolo dimana mayoritas masyarakatSurakarta menginginkan daerahBanjarsari ditertibkan karena dirasabanyaknya PKL pasca kerusuhaanSolo 1998 sudah sangat mengganggupengguna jalan dan pemandangankota. Namun demikian Walikotatidak ingin memancing konflikdengan para PKL, karena keinginansebagian masyarakat Solo yang inginpara PKL dipindahkan dari jalan-jalan dan taman.  Denganmempertimbangkan pengalamanmasa lalu dimana Solo sudah dua kalidibakar, yakni pada tahun 1998 dan1999 karena masyarakat Solo sangatreaksioner dan mudah terbakaremosinya, maka Joko Widodokemudian memutuskan bahwa paraPKL itu harus direlokasi dengan carayang strategik dan hati-hati.  Denganlatar belakang pengalamannyasebagai pengusaha, digunakanstrategi “lobi meja makan” untukberdialog dan mencari kesepahamandengan para PKL. Targetnya paraPKL di daerah Banjarsari, kawasanelite di Solo. Di sana terdapat 989pedagang yang bergabung dalam 11paguyuban. Para koordinatorpaguyuban diundang dan diajakmakan di Loji Gandrung, rumahdinas Walikota.  Namun padapertemuan pertama ini hinggapertemuan yang ke 53 tidak adapembicaraan mengenai relokasi,tetapi hanya makan bersama danbersilaturahmi kepada para PKL.Baru pada jamuan ke-54, dimanasaat itu semua PKL yang hendakdipindahkan hadir, Walikota

mengutarakan niatnya untukmerelokasi mereka. Ketika hal itudiungkapkan, tidak ada satupedagang pun yang menolak. Merekasetuju dengan kebijakan yangdiambil Walikota, sepanjang merekamendapatkan tempat yang baruuntuk berdagang. Walikota berjanjiakan memberikan lokasi baru.
2. Digerakkan oleh visiVisi Walikota untuk mengangkatstatus PKL menjadi saudagar, hal inidipengaruhi oleh latar belakangWalikota sebagai pengusaha,membentuk perspektifnya atas PKLsebagai potensi ekonomi rakyat.  Visilain adalah menjadikan Sololayaknya Singapura, sebuah kotayang bersinar dengan wisatabelanjanya. Karena itu ketertiban,kebersihan dan keindahan kotamenjadi kunci utama. Pesrpektif inimempengaruhi cara yang ditempuhWalikota untuk mengeksekusikebijakan yang ditempuh untukmewujudkan visi tersebut.
3. Kebijakan berlandaskan nilai

(based value system).a. Kebijakan ini menggunakan nilailokal: “nguwongke uwong” artinyamenempatkan para PKL sebagaimanusia yang mempunyai hak-hakdasar sebagai warga; hak hidup danberusaha.  Menurut Walikota, tugaspemerintah memberi ruang kepadapedagang kecil untuk maju, bukanmenggusur mereka. ”Pemimpin yangbaik adalah yang mengikutikeinginan orang yang dipimpinnya”.Sebelum direlokasi, para pedagangdiajak berdialog hingga 54 kalipertemuan, selama tujuh bulandengan mengajak para PKL makan
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bersama dan dialog. Metode dialogini oleh Walikota disebut sebagai“pendekatan Jawa”, yaitu “rebug
bareng” (berdialog bersama).b. Nilai ideologis, diambil darikonsep Ideological State Apparatusyaitu aparat negara yangmenjalankan fungsinya melaluiideologi-ideologi tertentu. Bukanmenggunakan represif State
Apparatus Dalam hal ini nilaiideologisnya adalah pemberdayaanekonomi kerakyatan (wong cilik)supaya bisa berkontribusi lebihbesar untuk negara.

4. Strategi Komunikasi politik untuk
menguatkan partisipasi
masyarakat sasaran.Dalam mempersiapkanimplementasi kebijakan penataankota, Walikota menggunakanpendekatan empathy dan homofili,yaitu menempatkan diri pada situasidan kondisi orang lain, danmenciptakan situasi kesamaanposisi. Ini terwujud dalam caraWalikota mengajak makan bersamadan dialog para PKL, yang bersuaravokal didatangi langsung untukdiketahui keinginan mereka sepertiapa. Tempat dialog mulai dariwarung kecil (wedangan), pinggirjalan, lokasi PKL Banjarsari, hinggadi Loji Gandrung (rumah dinasWalikota). Ketika komunikasi sudahterjalin, konsep penataan PKLdisusun Pemerintah Kota (Pemkot)Solo dan disosialisasikan kepadapedagang. Proses berlanjut denganperencanaan pembangunan,pelaksanaan, baru relokasi.Saat relokasi dilakukan, Joko Widodomenggelar arak-arakan sepanjang

jalan menuju Pasar Klitikan denganiringan musik “klenengan” khas Solo.Dalam acara tersebut dihadirkanPrajurit Keraton agar timbul rasakebanggaan pada diri para PKL.Faktanya, para PKL sangat legowosaat pindah lokasi ke tempat yangbaru. Konsumsi dan perlengkapanarak-arakan dibiayai sendiri olehpara PKL. Ini jarang terjadi di daerahlain yang biasanya relokasi selalubersinggungan dengan kekerasan.Sebanyak 989 PKL dipindah tanpagejolak, bahkan secara antusias paraPKL itu mendukung programpemerintah dengan sukacita.Penataan PKL hanya salah satucontoh keberhasilan kota Surakarta.Kinerja penataan kota yang lain antaralain:1. Sejumlah area di kota itu bebasPKL, seperti Stadion Manahan danJalan Slamet Riyadi. Bahkan, diJalan Slamet Riyadi, pedagangmakanan diberi gerobak seragamuntuk mendukung city walk(kawasan khusus pejalan kaki).2. Branding untuk kota Solo dilakukandengan menyetujui moto "Solo: The
Spirit of Java".  Spririt ini juga untukmendongkrak skala ekonomikabupaten hinterland yaituBoyolali, Sukoharjo, Karanganyar,Wonogiri, Sragen, Klaten(Sobosukowonosraten)3. Penataan pedagang pasartradisional. Hasilnya, pendapatanasli daerah (PAD) dari pasar yangsemula Rp 7 miliar naik menjadi Rp12 miliar. Agar pasar tradisionalunggul, selain menata fisikbangunan, Walikota berusahamengubah pola pelayanan dan
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perilaku pedagang. ”Kesan pasar
kotor dan jorok harus diubah jadi
bersih dan higienis”4. Membuat city walk di Jalan SlametRiyadi, kawasan Ngarsapura didepan Pura Mangkunegaran,penataan taman-taman kota danbantaran sungai untuk memberikenyamanan pelancong, kesegaranpsikologis warga, dan ujungnyamendongkrak skala ekonomi kota.5. Untuk mempertahankan budayaJawa, ditetapkan kebijakanpenggunaan aksara Jawa untukpapan nama kantor pemerintahan,sekolah, dan pusat perbelanjaan.Pada HUT Ke-263 Kota Solo, 17Februari 2008, Walikotameresmikan penggunaan aksaraJawa itu.  Kebijakan ini terkaitdengan konsep pembangunan ”SoloMasa Depan adalah Solo MasaLalu”, bertujuan untuk mengubahSolo menjadi “kota yangberkarakter”. Sebagai salah satukebijakan branding Walikotamengajukan Surakarta untukmenjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterimapada tahun 2006.6. Dunia pariwisata di Solo meningkatperkembangannya. Sejumlahpotensi penggerak perekonomianrakyat yang lama meredup, sepertikerajinan batik tumbuh denganpesat. Salah satu kluster yangmenonjol perkembangannya adalahkampung Batik Laweyan.  Batikberkembang tidak hanya mediakain, tetapi juga media kayu, danlainnya.   Semua perkembangan initerkait dengan pencitraan kota.

7. Keberpihakan pada rakyat kecil dan
pro poorKebijakan pro ekonomi kerakyatandan pro poor ditunjukkan dalamprogram-program andalan berikut:

• Keberpihakan Walikota untuk orangmiskin di bidang kesehatanditunjukkan dengan mengeluarkaninstruksi kepada rumah sakit diseluruh kota Solo agar bersediamembantu masyarakat miskin yangsakit dengan tidak memberatkanbiaya pengobatan mereka, danmenekankan bahwa bagi rumahsakit yang tidak bersedia mengikutiinstruksi ini akan dicabut IMB-nya.Kebijakan ini menunjukkan Walikotatidak terkooptasi, kolusi atau tundukkepada pengusaha dalammenjalankan kepemimpinannya.Menyangkut fasilitas pelayananAsuransi Kesehatan untuk KeluargaMiskin (Askeskin) yang takmencakup semua warga, iameluncurkan program PemeliharaanKesehatan Masyarakat Solo (PKMS)pada Januari 2008. Jadilah, setiapwarga Solo di luar pemegangAskeskin, Askes, dan asuransikesehatan lain bisa mendapat kartuPKMS yang memberi pelayanankesehatan seperti Askeskin denganbiaya dari APBD.
• Di bidang pendidikan, Walikotamerencanakan dan melaksanakanprogram sekolah gratis, danbeasiswa pelayanan pendidikan(sekolah plus). Dalam bidangpendidikan, Walikota jugamembangun Taman Cerdas bagianak-anak tak mampu untukmengakses perpustakaan dankomputer.
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• Di bidang perumahan danpemukiman direncanakan dandilaksanakan secara bertahapprogram renovasi rumah tak layakhuni (RTLH), sekaliguspengembangan ekonominya melaluipermodalan usaha dan pelatihan.Kunci keberhasilan pengelolaankota ini yaitu:
1. Kebijakan didasarkan atas

pengenalan kondisi masa lalu dan
kondisi eksisting, serta data riil
kemauan publik.Pemerintah kota Surakarta di bawahWalikota Joko Wi memperhatikankebijakan yang telah diambilpemerintah sebelumnya untukmenjaga keberlanjutanpengembangan kota dan mengurangiinefisiensi.  Misalnya, visi Berseritanpa Korupsi, melanjutkan visi kotayang sudah diletakkan dasarnya 2periode sebelumnya, tetapi masihharus disempurnakan.  Visi Solo kotaberbudaya, sudah disepakati dalamdokumen perencanan jangkapanjang, digali lagi supaya dapatdiimplementasikan pada masapemerintahan Joko Wi.  Tindakan inidari segi manajemen pembangunandapat mengurangi inefisiensipenggunaan sumber daya danmeningkatkan kemampuan untukakselerasi pencapaian tujuanpembangunan, serta menjaminadanya sustainabilitas penggunaansumber daya.

2. Digerakkan oleh visiVisi menjadi titik pancang kebijakanpengembangan kota.  Visidipancangkan terutama untuk tiapbidang yang krusia memiliki spread
effect atau multiflier effect besar.

Sebagai contoh: di bidang budayadan tata kota memiliki visi “SoloMasa Depan adalah Solo Masa Lalu”,sehingga tempat-tempat ikon kotadihidupkan kembali sebagai pusatberkumpulnya publik, dikemasdalam model perekonomian sesuaiperkembangan jaman.  Miasalnyaberdirinya pasar Ngarsopuro,dibangunnya City Walk yangmenghubungkan dua pusat keratonmasa lalu.  Dibidang ekonomi, adavisi “PKL menjadi Saudagar”, inimenjadi arah bagi pengembanganekonomi kerakyatan, mengingatSurakarta adalah kota jasa danperdagangan.  Di bidang kerjasamaantar daerah dikembangkan visi“Solo Spririt of Java” artinya Solo(Surakarta) menjadi kota simpulpengembangan produk dan potensiyang dimiliki kabupatendisekitarnya, sehingga dapatmemperkuat kongsi pengembanganpotensi ekonomi daerah.
3. Kebijakan berlandaskan nilai

(based value system)Nilai yang digunakan adalahmemadukan nilaiglobal/internasional dengan nilaibudaya lokal.  Nilai global dalam halvisioner penataan fungsi kota yangmengedepankan hak publik untukmenikmati ruang publik, orientasiekonomi perdagangan yangkompetitif dan memuaskanpengguna/pelanggan, memfasilitasiinvestor, dan menjadi anggotamasyarakat dunia (misalnyaOrganisasi Kota-kota Warisan Dunia)untuk meningkatkan kapasitas kotadalam relasi internasional.
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Kontekstualisasi nilai budaya artinyasuatu upaya yang dimaksudkan agartata nilai budaya terumuskan secaraeksplisit dan sistematik sehinggadapat dijadikan acuan dan sumberinspirasi bagi penyusunan strategidan kebijakan pembangunankebudayaan. Secara mendasar, suatutata nilai menyangkut hal-hal yangsakral dan yang profan (ranahreligio-spiritual), kebenaran danketidakbenaran (ranah logika danilmu pengetahuan), kebaikan dankeburukan atau kejahatan (ranahetika), keindahan danketidakindahan (ranah estetika), dankepatutan atau kesopanan danketidakpatutan atau ketidaksopanan(ranah etiket). Nilai-nilai dasartersebut terurai dalam nilai-nilaiyang terkandung dalam berbagaiaspek kehidupan, yakni: (1) nilaireligio-spiritual, (2) nilai moral, (3)nilai kemasyarakatan, (4) nilai adatdan tradisi, (5) nilai pendidikan danpengetahuan, (6) nilai penataanruang dan arsitektur, (7) nilai matapencaharian, (8) nilai kesenian, (9)nilai bahasa, (10) nilai benda cagarbudaya dan kawasan cagar budaya,(11) nilai kepemimpinan danpemerintahan, (12) nilai kejuangandan kebangsaan, dan (13) nilaisemangat.Sistem nilai yang dijadikan kiblat(orientasi), acuan (referensi),inspirasi, dan sumber pedoman bagiperilaku budaya dan peraturanperundang-undangan yang mengaturkehidupan budaya masyarakatNilai-nilai lokal yang digunakan olehpemerintah kota Surakarta dalamkebijakan-kebijakan penting dan

rawan konflik, sebagai contohkebersamaan dalam rembug (dialogatau musyawarah), andap asor(rendah hati untuk turun ke bawah),
nguwongke uwong (menghargairakyat kecil sebagai citizen yangberhak atas perlakuan adil).

4. Strategi komunikasi politik untuk
menguatkan partisipasi
masyarakat sasaranKomunikasi menggunakan nilai lokal
andap asor, artinya pemimpin maumerendahkan diri untuk menjangkausemua kelompok sasaran, terutamakelompok yang kontra atau dianggaprawan.  Metode yang digunakanadalah mengundang kelompok-kelompok rawan datang danberdiskusi dalam perjamuan dirumah dinas Walikota, atau Walikotadan Wawali mendatangi langsung kekelompok-kelompok ini.  Kelompokyang dijangkau dengan berbagaimedia komunikasi, termasukkelompok cyber.  Pemerintah kotaSurakarta mempunyai kegiatanpertemuan dengan para bloggeruntuk mengkomunikasikankebijakan-kebijakan yang telahdilakukan pemerintah kotaSurakarta sehingga termasukrangkaian kebijakan kota.

5. Konsistensi dalam visi, misi, dan
strategi untuk perencanaan
pembangunan kotaVisi yang diusung adalah Berseritanpa korupsi.  Semua programdiarahkan pada tata kota yangkondusif untuk pengembanganekonomi dan budaya kota.Keputusan kebijakan dilandasi padavisi dan misinya, mulai dari
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perencanaan, implementasi danpengendalian.a. Perencanaan dilakukan denganpartisipasi kepada kelompoksasaran, misalnya mengundangdialog, mendatangi lokasilangsung untuk berdialog denganwarga. Untuk mengetahuilangsung problem padamasyarakat, Jokowi, Rudy, danpara kepala dinas setiap Jumatpagi (dua minggu sekali)bersepeda berkeliling kampung(mider-praja). Juga semakinmelibatkan partisipasi wargadalam pengambilan kebijakanpublik, dan memantapkan Solosebagai kota seni budaya,olahraga dan pariwisata.b. Pelaksanaan kebijakanmenggunakan manajemenintegritas dan sinergitas.Walikota menciptakan istilah“manajemen keroyokan”, artinyasuatu proyek dikerjakan bersama-sama lintas SKPD sesuai tugas danfungsinya dengan tujuan untukefisiensi, keterpaduan dankohesifitas pembangunan.c. Pengendalian dan evaluasimenggunakan berbagai media,mulai dari sms sampai open housedi rumah dinas Walikota.
Feedback masyarakat di sms0817441111 (Walikota),0817442222 (Wawali) per haribisa 20 an sms, dan dikelola olehDinas Komunikasi dan Informasi,untuk disampaikan kepadaWalikota dan Wakil Walikota.Reaksi Walikota dan Wawaliselama ini segera meresponspermasalahan dengan cara

memanggil SKPD terkait, ataumeninjau langsung lapangan.Cara Walikota meninjau lapanganselain secara formal yang disebut
mider projo dengan (kelilingdaerah meninjau langsung lokasidengan SKPD), juga menggunakanpendekatan informal yaitu Jajah
praja milang kori.  Ini programpribadi Walikota dan Wawaliuntuk memeriksa ke wargalangsung, tanpa ada batasanwaktu, sampai tengah malam, ataubahkan di hari libur.

6. Inovasi cara berpikir untuk
pengembangan kota.Pemerintah kota Surakartamengembangkan 4 cara berpikir,yaitu:
a. From top down to
partnership/participatoryPrinsip ini berarti menekankanpartisipasi stakeholder dibandingkanperintah dari pemerintah saja. Inidibuktikan dengan kebarhasilanprogram yang menyangkutkehidupan langsung masyarakat,seperti PKL, Perumahan Tak LayakHuni, Relokasi dan Renovasi,Kelurahan Layak anak dengan tamancerdasnya.
b. From bureaucratic style to
entrepreneurial mindsetCara berpikir ini menekankan polaberpikir kreatif diantara para SKPDdan pro aktif mengembangkankerjasama dengan pihak swasta danmasyarakat.
c. From procedural attitude to end-
result orientedPerubahan dari cara berpikir yanglambat dan berbelit, kepada polapikir yang responsif terhadap
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peluang dan berorientassi pada hasildan kemanfaatan yang diterimamasyarakat.
d. From partial handling to
integrative solutionPerubahan dari cara berpikir yangsektoral, parsial, kepada pemikiranyang komprehensif, sinergis.Manajemen pengembangan kotadidasarkan atas manajemen:a. Menajemen “Product”Menghasilkan produk yang unggul,dan kompetitif.b. Menajemen “ Brand “Mengelola hasil/produk kota yangmencerminnkan karakter kota.c. Menajemen “Customer”Membuat orang ingin kembali kekota Surakarta untukmembelanjakan uangnya.  Hal yangdibangun adalah bagaimanamemberikan kenyamanan padaorang datang ke kota Surakarta,mulai dari pelayanan publiknya,transportasi, penginapan, kuliner,dan keramahan masyarakatnya.Manajamen ini dilakukan secarasinergis antar sektor dan antar
stakeholder.  Konsep lokal yangdiyakini untuk mengelola kota iniadalah “saiyeg saekopraja”, yaitubersama-sama mengelola Kota,bukan hanya dari Walikota ataupemerintah, tetapi kota ini adalahmilik bersama rakyat Surakarta.Menurut informasi dari KepalaSKPD, gaya kepemimpinan Walikotamenggunakan prinsip-prinsip nilai lokal,aspek kepemimpinan hirarkhis dalamjenjang yang bisa dipahami sebagai

sanepa narendra, semu mantra, esem
bupati, dupak bujang. Artinya, sebagaipemimpin Walikota memberikan visi

kepada Kepala Dinas dan diharapkanKepala Dinas mampu menterjemahkansesuai tugas fungsinya, dengan tetapmemiliki ruang kreatifitasnya. Selamamenterjemahkan visi ini dilakukanmekanisme monitoring danpengendalian, apabila belum sesuaidengan yang dikehendaki, maka adamekanisme koreksi. Dalam mekanismeini Kepala Dinas dikondisikan mampumenterjemahkan ke dalam bentuk tekniskepada pejabat dibawahnya. Demikianmanajemen berjenjang dalammenterjemahkan visi dan misi dilakukan.Ada ruang kebebasan, tetapi ada bataskoreksi.
KESIMPULANKedudukan dan peran KepalaDaerah dalam sistem pemerintahandaerah sangatlah penting karena perankepemimpinan Kepala Daerah (Walikota)sangat menentukan adanya perubahanarah perencanaan pembangunan daerah(kota). Kepemimpinan Kepala Daerahdalam birokrasi juga memegang peranyang penting untuk menciptakan
governance yang kuat.  Berkaitan denganhal tersebut, Kota Surakarta (Solo) telahmendapatkan beragam penghargaanyang menunjukkan pengakuan dunia atasprestasi Kota Surakarta (Solo). Salah satufaktor yang menentukan keberhasilanKota Surakarta (Solo) adalah perankepemimpinan Walikota dan WakilWalikota (Ir. Joko Widodo dan FX. HadiRudyatmo). Ada 6 (enam) kuncikeberhasilan Walikota dan WawaliSurakarta (Solo) dalam pengelolaan kota,yaitu : (1) Kebijakan didasarkan atas
pengenalan kondisi masa lalu dan
kondisi eksisting, serta data riil
kemauan publik, (2) Digerakkan oleh
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visi, (3) Kebijakan berlandaskan nilai
(based value system), (4) Strategi
komunikasi politik untuk menguatkan
partisipasi masyarakat sasaran, (5)
Konsistensi dalam visi, misi, dan
strategi untuk perencanaan
pembangunan kota, (6) Inovasi cara
berpikir untuk pengembangan kota.Praktik baik (best practices) dari KotaSurakarta (Solo) ini diharapkan dapatdigunakan oleh pemerintah daerah diluar Kota Solo dengan menyesuaikankonteks lokal masing-masing daerah,sesuai kondisi daerah dan dinamikasosial masyarakatnya.
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